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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan 

sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 

Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023. 

Secara substansi LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo ini merupakan sarana 

pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas Kinerja instansi 

Pemerintah yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023 - 2026. 

Disamping itu pula, penyusunan LKjIP ini sebagai wujud komitmen kami untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam 

upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (Government By 

Result Oriented) serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari kerjasama 

dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah 

daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. 

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten 

Kulon Progo tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. 

Pengasih, 30  Januari  2024 

Kepala, 

 

 

Drs. RIYADI SUNARTO 
Pembina Utama Muda, IV/c 
NIP. 196710181993031004 
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Ikhtisar Eksekutif 
 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja 

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan 

yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja 

tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam 

Rencana Strategis Instansi.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 

merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai 

program dan kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam 

Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang pada 

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 

Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Indikator yang digunakan 

adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian 

sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan 

melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan 

dalam rencana strategis.  

Pada tahun 2023 hasil analisis akuntabilitas kinerja  Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan 

indikator kinerja sasaran sebanyak dua indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :  

a. Target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tahun 2023 

sebesar 88,55%  dapat tercapai 88,56%. 

b. Target indikator persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah 

Kadipaten dan tanah desa yang sudah terdatar di BPN Kabupaten Kulon Progo 

sebesar 39,91% dapat tercapai sebesar 41,83%.  

c. Rata – rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat 

daerah Tahun 2023 dapat tercapai 87,50%. 

Demikian gambaran sekilas dari LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo tahun 2023.  
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A. Dasar Pembentukan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 telah terjadi 

perubahan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bidang Tata 

Ruang yang dulu bernaung pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Pertanahan 

yang dulu berada di Bagian Pemerintahan sekarang bergabung menjadi satu 

Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

dan resmi berdiri pada tanggal 2 Januari 2017.  

Adapun Dasar-dasar Pembentukan Organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1951; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, 

Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana). 
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B. Tugas Dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja 

pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maka Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut: 

Tugas  : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di 

bidang pertanahan dan bidang tata ruang, dan sebagian urusan 

keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata 

ruang. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) mempunyai fungsi :  

1. Penyusunan rencana kerja Dinas; 

2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang; 

3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan 

pemerintahan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang; 

4. Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan 

bidang tata ruang; 

5. Penyelenggaraan administrasi  kesekretariatan; 

6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

C. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah 

sebagai berikut  : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, aset sarana dan 

prasarana, administrasi kepegawaian. 

b. Sub Bagian Perencanaan; 
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 Mempunyai tugas menyusun perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan program. 

c. Sub Bagian Keuangan; 

 Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.   

3. Bidang Pertanahan 

Mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan pertanahan, 

pemanfaatan pertanahan dan pembinaan serta penanganan permasalahan 

pertanahan. 

4. Bidang Tata Ruang 

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan 

tata ruang rinci, perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang. 

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan 

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian tata 

ruang, pengawasan tata ruang, pengelolaan data dan informasi pertanahan 

dan tata ruang. 

D. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo per          

31 Desember 2023 berjumlah 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 20 

orang tenaga non PNS (Tenaga Harian Lepas).  

Komposisi dari 30 orang PNS dan PPPK tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan golongan 

Tabel I.1 

Jumlah Pegawai  
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2023 

 
Unit Pria Wanita Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah 

Kepala 1 - - - 1 1 

Sekretariat 6 3 1 7 1 9 

Bidang Pertanahan 5 3 2 4 2 8 

Bidang Tata Ruang 4 4 1 6 1 8 

Bidang Pengendalian 
dan Pengawasan 4 - - 3 1 4 

Jumlah 20 10 4 20 6 30 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 
Sasana) Kabupaten Kulon Progo (2023) 
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2. Berdasarkan Pendidikan  

Tabel I.2 

Jumlah pegawai  
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo  

berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2023 
 

Unit SLTA D-3 D-4 S-1 S-2 Jumlah 

Kepala - - - 1 - 1 

Sekretariat 2 3 - 3 1 9 

Bidang Pertanahan 1 2 - 3 2 8 

Bidang Tata Ruang - 2 - 6 - 8 

Bidang Pengendalian dan 
Pengawasan 1 - 1 1 1 4 

Jumlah 4 7 1 14 4 30 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo (2023) 

  Pada tahun 2023, jumlah pegawai sebanyak 30 orang, sedangkan 

pada tahun 2022 sebanyak 29 orang karena terjadi mutasi, rotasi, dan 

penambahan PPPK. 

 

E. Aspek Strategis Organisasi 

Aspek Strategis Organisasi merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, 

misi dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan nilai-nilai organisasi. 

Adapun Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta 

Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Pelayanan 

Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan 

Optimal”. 

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya 

diperlukan misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan 

baik. Dengan pernyataan misi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo ini, 

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program-programnya serta 

hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.  

Adapun misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo adalah :  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan; 

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. 
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F. Permasalahan Utama 

Permasalahan Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

Kulon Progo berasal dari permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas 

untuk diselesaikan yaitu pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang belum 

optimal.  

Pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang belum optimal merupakan 

permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain : 

1. Adanya proyek pembangunan strategis : Bandara Internasional, KSPN 

Borobudur, Pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela), Bedah 

Menoreh, Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga perlu Review RTRW. 

2. Kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang kawasan strategis.   

3. Penetapan UU keistimewaan dan peraturan daerah istimewa DIY 

khususnya tentang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa. 

4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-

pertanian 

 

G. Sarana dan Prasarana Kerja 

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran berupa 

laporan aset sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Dari sarana dan 

prasarana tersebut, ada beberapa yang sangat dibutuhkan, antara lain : 

A. Kendaraan dinas roda 4  

Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang saat ini sebanyak 4 (empat) unit, 1 (satu) unit dipakai sebagai 

kendaraan jabatan Kepala Dinas serta sebagai kendaraan operasional, 3 

(tiga) unit sebagai kendaraan operasional. Dari 4 (empat) unit kendaraan 

operasional tersebut masih kurang dikarenakan mengingat kebutuhan 

pelaksanaan ketugasan dinas ke lapangan sangat banyak. 

B. Kendaraan dinas Roda 2  

Kendaraan dinas roda 2 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang saat ini sebanyak 11 (sebelas) unit. Sebanyak 8 (delapan) unit 

digunakan untuk operasional di bidang dan 3 (tiga) unit untuk operasional 

sekretariat. Hal ini masih dirasa kurang dikarenakan masih dibutuhkan 

kendaraan roda 2 untuk operasional di lapangan berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas. 
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C. Bangunan gedung kantor.  

Bangunan gedung kantor yang masih termasuk baru, masih terdapat 

banyak kekurangan fasilitas pendukung, antara lain: Gudang, Ruang 

Bermain anak, Ruang Laktasi dan penataan interior ruangan belum 

maksimal sehingga belum tertata secara rapi, dengan harapan 

terfasilitasinya bangunan gedung ini agar para pegawai dan masyarakat 

dalam melaksanakan pekerjaan dan menerima pelayanan lebih nyaman.  

Belum tersedianya pula smooking area dan ruang arsip yang memadai 

dan kelengkapannya seperti Roll Opack, diharapkan dengan adanya 

kelengkapan tersebut dapat menyimpan dokumen-dokumen penting 

sehingga lebih aman dan terjamin dari kerusakan. 
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A. Perencanaan Kinerja 

1. Visi dan Misi 

RPD 2023-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir 

pelaksanaan RPJPD Kulon Progo 2005-2025. Dengan memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu 

strategis, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kulon 

Progo sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Kulon Progo 

adalah “Masyarakat Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir 

dan Batin”. 

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 8 misi Pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo 2005-2025 yakni :  

1) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila 

2) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing 

3) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan 

hukum 

4) Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu 

5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 

6) Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari 

7) Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan 

mandiri 

8) Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional 

maupun nasional 

 
Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJM ke-4 Kabupaten Kulon 

Progo, maka Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo harus sinergis dengan visi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

Adapun Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya 

Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang 

Handal dan Optimal”. 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN 

KINERJA 
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Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya 

diperlukan misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil 

dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 

ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengenal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta 

Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan 

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.   

Adapun misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo adalah :  

a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan; 

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. 

2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan 

Hidup. 

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) adalah: 

a. Meningkatnya kinerja layanan pertanahan; 

b. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. 

Adapun Nilai-nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi 

pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah: 

a. Integritas; 

b. Profesionalisme; 

c. Obyektif; 

d. Independent; 

e. Perbaikan terus – menerus. 

3. Strategi 

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan misi SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) adalah seperti tertuang dalam tabel berikut  : 
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Tabel II.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

VISI  :  Terwujudnya Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan Optimal  

MISI   :  Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 

Tujuan Sasaran  Strategi Kebijakan 

Meningkatnya kualitas lingkungan 
hidup 

Meningkatnya kinerja pelayanan 
pertanahan 

               

Peningkatan kepastian hukum pemilikan 
pertanahan, pemanfaatan   pertanahan, 
pengendalian pertanahan 

Fasilitasi identifikasi tanah, sertifikasi tanah, 
sewa  tanah, ijin pemanfaatan tanah, 
penyelesaian permasalahan tanah, 
pengelolaan database pertanahan 

  
Meningkatnya kesesuaian 
pemanfaatan  ruang 
 

Peningkatan Penetapan regulasi penataan 
ruang 

Fasilitasi perencanaan dan penetapan dokumen 
tata ruang  (RTRW, RDTR, RTBL),  serta 
Pembinaan tata ruang 

  Peningkatan Pengendalian pemanfaatan  
ruang. 

Fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang, KRK, audit pemanfaatan ruang, 
pengelolaan database tata ruang. 
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B. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) secara langsung menunjukkan 

penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai dalam 

4 (empat) tahun mendatang dari tahun 2023-2026 dan menjadi komitmen 

institusi untuk mendukung tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 

(beserta perubahannya) dan dituangkan dalam table sebagai berikut: 

Tabel II.2 

Indikator Kinerja Utama 

 
No. Tujuan Sasaran PD Indikator 

Kinerja 
Sasaran PD 

Satuan 
Kinerja 

Target Tahun 
2022 2023 2024 2025 2026 

1. Mengoptimalkan 
kelestarian 
fungsi 
lingkungan 
hidup 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

Persentase 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

% 88,50 88,55 88,60 88,65 88,70 

2.  Meningkatnya 
kinerja 
layanan 
pertanahan 

Persentase 
tanah 
Pemerintah 
Daerah, 
tanah 
Kasultanan, 
tanah 
Kadipaten 
dan tanah 
Desa yang 
sudah 
didaftarkan 
di BPN 

% 34,87 39,91 42,58 45,26 47,93 

  Meningkatnya 
layanan 
pencapaian 
tugas dan 
fungsi 
perangkat 
daerah 

Rata-rata 
prosentase 
pencapaian 
program 
disetiap 
perangkat 
daerah 

% 100 100 100 100 100 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten 

Kulon Progo (2023) 

 
Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, menetapkan 
indikator sasaran dan target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai 
tiap tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 sebagai berikut : 



 
 
  

11 |  
 

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Kulon Progo 2023 

 
 

Tabel II.3 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
Tahun 2023 

 
No. Sasaran Indikator Target 
1. Meningkatnya Kesesuaian 

Pemanfaatan Ruang 
Persentase kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
 

88,55 % 

2. Meningkatnya Kinerja 
Layanan Pertanahan 

Persentase tanah Pemerintah 
Daerah, tanah Kasultanan, tanah  
Kadipaten dan tanah Desa yang 
sudah didaftarkan di BPN 
 

39,91 % 

3. Meningkatnya layanan 
pencapaian tugas dan fungsi 
perangkat daerah 

Rata-rata prosentase pencapaian 
program disetiap perangkat daerah 

100 % 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo (2023) 

C. Perjanjian Kinerja 

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka 

ditetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang 

ingin dicapai tiap tahun. Tahun 2023 direncanakan target kinerja tahun 

2023 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan/ 

ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dijabarkan pada table berikut : 

 

Tabel II.4 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

No 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Meningkatnya kesesuaian 

pemanfaatan ruang 

Persentase 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang 

% 88,55 

2. Meningkatnya kinerja 

layanan pertanahan 

Persentase tanah 
Pemerintah Daerah, 
tanah Kasultanan, 
tanah Kadipaten 
dan tanah Desa 
yang sudah 
didaftarkan di BPN  

% 39,91 

3. Meningkatnya layanan 

pencapaian tugas dan 

fungsi perangkat daerah 

Rata – rata 
prosentase 
pencapaian 
program pada 
masing-masing 
perangkat daerah   

% 100 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo (2023) 
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Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program, 
kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, sebagai berikut : 
 

Tabel II.5 

Program Tahun 2023 
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

 
 

No. 
 

Program sesuai RPD/Renstra 2023-
2026 

 

Anggaran 
 

Keterangan 
 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp. 3.453.372.245 APBD 

2. Program Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 

Rp. 1.469.947.979 APBD 

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Tata Ruang 

Rp.  726.527.308 Dana 

Keistimewaan 

4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah 

Garapan 

Rp.  84.000.000 APBD 

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian 

dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan 

Rp.1.780.389.100 APBD 

6. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti 

Kerugian Program Tanah Kelebihan 

Maksimum dan Tanah Absentee 

Rp.  516.927.300 APBD 

7. Program Penatagunaan Tanah 

 

Rp.1.060.819.500 APBD 

8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Pertanahan 

Rp.2.089.841.700 Dana 

Keistimewaan 
 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten 

Kulon Progo (2023) 
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A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun sebelumnya 

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor: 700/0498 tanggal 10 April 2023, Nomor 700/0540 tanggal 2 Mei 

2023 dan Nomor 700/0580 tanggal 13 Mei 2023 tentang Evaluasi 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. Evaluasi 

dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja 

meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

Akuntabilitas Kinerja Internal. 

Berdasarkan hasil  Evaluasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo tahun 

2022 telah mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan telah Menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yang merupakan perwujudan hasil 

kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagai salah satu 

dokumen yang dievaluasi. Disamping dokumen lainnya yang juga di 

evaluasi yakni : Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan dokumen 

terkait lainnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan final evaluasi AKIP, Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai sebesar 86,49 dengan predikat  

A dengan interpretasi Memuaskan. Nilai tersebut merupakan akumulai 

penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi 

di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 

Sasana) Kabupaten Kulon Progo, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Perancanaan Kinerja (dengan bobot 30) memperoleh nilai sebesar 

27,35 atau 91,18%. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut: 

L K j I P 
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1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia yang dapat diketahui 

dari: 

a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah memiliki 

acuan atau pedoman perencanaan. 

b) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah menyusun 

Rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu 

strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan 

kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 

c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan 

sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa 

program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi. 

d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan tahunan. 

e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen 

Rencana Kerja dan Anggaran. 

f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang 

seharusnya ditetapkan. 

2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, 

yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, 

menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara 

logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) yang 

dapat diketahui dari: 

a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah memiliki 

dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, 

Renja, DPA, RKA) yang diformalkan. 

b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka 

menengah, jangka pendek  dan perencanaan anggaran dapat 
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diakses melalui website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( 

Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo. 

c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi PD, 

beorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis 

organisasi. 

d) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu 

tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk 

tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan 

RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan 

basis data yang memadai, dan berdasarkan argument dan 

perhitungan yang logis. 

e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi 

Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara 

berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, Kontrak Kinerja, 

dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis 

yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, 

menjawab permasalahan yang terindentifikasi. 

f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan 

hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara 

kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan 

(cascading). 

g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi yang jelas 

tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, maupun 

aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang 

berkaitan (crosscutting). 

h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan 

Perencanaan Kinerja. 

i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan 

Kinerja. 

1) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil 

yang berkesinambungan yang dapat diketahui dari: 

a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah menyusun 
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rencana anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin 

dicapai. 

b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang 

ingin dicapai. 

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah 

dicapai dengan baik. 

d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan 

Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja 

sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 

2. Pengukuran Kinerja (dengan bobot 30) memperoleh nilai sebesar 

26,30 atau 87,67%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: 

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan yang dapat diketahui dari: 

a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta 

Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah memiliki pedoman 

teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 

b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara 

mengukur indicator kinerja. 

c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data 

kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP 

Pengumpulan Data Kinerja, akan tetapi belum terdapat SOP 

yang jelas jika terjadi kesalahan data. 

2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan 

Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara 

berjenjang dan berkelanjutan yang dapat diketahui dari: 

a. Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten 

Kulon Progo telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 

b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 

c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah 

memanfaatkan Teknologi Informasi e-SAKIP-ROPK, SIPD, e-

TPP. 
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3) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian 

Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam 

mencapai kinerja yang efektif dan efisien yang dapat diketahui 

dari: 

a. Pengukuran Kinerja oleh manajemen Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo telah menjadi dasar dalam penyesuaian 

(pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. 

b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 

(refocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai 

kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, 

penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian 

anggaran dalam mencapai kinerja. 

c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai 

kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta 

terlihat pada e-SAKIP-ROPK. 

d. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran 

kinerja. 

3) Pelaporan Kinerja (dengan bobot 15) memperoleh nilai sebesar 

12,71 atau 84,71%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: 

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja yang 

dapat diketahui dari: 

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat 

waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan 

melalui website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. 

Penyampaian laporan tertulis kepada Bupati Kulon Progo melalui 

Bagian Organisasi telah dilaksanakan tepat waktu. 

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi sebagian besar 

standard, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, 

informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 

perbaikan/penyempurnaannya yang dapat diketahui dari: 

a. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja 



 
 
  

18 |  
 

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Kulon Progo 2023 

dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan 

target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan 

realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum ada 

perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level 

nasional/internasional (Benchmark Kinerja). 

b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan capaian 

kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan 

efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 

kinerja, akan tetapi belum sepenuhnya menyajikan analisis 

efisiensi atas penggunaan sumber daya. 

c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja). 

3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam 

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 

yang dapat diketahui dari: 

a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian 

utama pimpinan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo. 

b. Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah 

digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk 

mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, 

dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi 

berikutnya. 

c. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan 

budaya kinerja organisasi. 

4) Akuntabilitas Kinerja Internal (dengan bobot 25) memperoleh nilai 

sebesar 20,13 atau 80,53% Hasil evaluasi menunjukkan : 

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan yang 

dapat diketahui dari: 

a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah 

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 
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b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 

secara berjenjang. 

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara 

berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai yang dapat 

diketahui dari: 

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 

sesuai standar 

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh 

SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi 

informasi. 

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) 

dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, yang diketahui dari uraian 

sebagai berikut: 

a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

telah ditindaklanjuti. 

b. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan 

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal. 

c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 

dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas 

kinerja. 

Berdasarkan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada obyek secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 

diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara 

lebih efektif dan efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi 

terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Hal ini 

secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah tahun 2022 maka rekomendasi kepada Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo agar menyusun SOP pengumpulan data yang 
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memuat keterangan jika terjadi kesalahan data, telah ditindaklanjuti dan 

ditetapkan, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi 

kinerja di level nasional/internasional dalam Dokumen Laporan Kinerja 

Tahunan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen akuntabilitas 

kinerja tahun 2023 (jika ada) dan menyajikan analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya dalam mencapai kinerja dan akan ditindaklanjuti dalam 

penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun 2023 . serta  dibutuhkan 

kerja sama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo secara konsisten dan berkesinambungan. 

B. Capaian Kinerja Organisasi 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan 

untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang 

diperoleh dari sistem informasi e-monev dan e-SAKIP. Adapun untuk data-

data yang diinput dalam e-monev dan e-SAKIP diperoleh dari pengolah 

data di masing-masing kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pencapaian indikator kinerja. 

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 

Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator 

kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo, merupakan tolok ukur keberhasilan ataupun 

kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. 

Target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel III.1 sampai 

dengan tabel III.3 berikut ini : 
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1. Membandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 

ini : 

Tabel III.1 

Perbandingan antara target capaian Kinerja dan realisasi tahun 2023 

No.   Indikator 
Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % 

1. 

Persentase  
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

(Persentase kesesuaian 
struktur ruang + persentase 
kesesuaian pola 
ruang)/2x100% 

% 88,55 88,56 100,01 

 
2. 

Persentase 
tanah 
Pemerintah 
Daerah, tanah 
Kasultanan, 
Kadipaten dan 
Desa yang 
sudah 
didaftarkan di 
BPN 

(Persentase Luas asset 
pemda yang didaftarkan di 
BPN (m2) + Persentase 
bidang tanah Kasultanan, 
Kadipaten dan Desa yang 
sudah didaftarkan di BPN)/2 % 39,91 41,83 104,81 

3. 

Rata – rata 
prosentase 
pencapaian 
program di 
setiap perangkat 
daerah 

- 

% 100 87,50 87,5 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo  

 

Dari tabel III.1 di atas, terdapat satu indikator sasaran strategis 

Daerah yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo. 

Pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

a. Untuk indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 

realisasi sebesar 88,56%. Hasil tersebut berdasarkan dari hasil 

audit kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu persentase kesesuaian 

struktur ruang + persentase kesesuaian pola ruang dibagi 2. 

Pencapaian indikator kinerja prosentase kesesuaian pemanfaatan 

ruang tahun 2023 bisa tercapai 100,01% dari target. 

b. Untuk indikator Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah 

Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah 

didaftarkan di BPN pencapaiannya sebesar 104,81% dari target  

c. Untuk indikator Rata – rata prosentase pencapaian program pada 

masing-masing perangkat daerah sebesar 87,50% dari target 100 

%, atau tercapai 87,5% dari target. 

 



 
 
  

22 |  
 

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Kulon Progo 2023 

2. Membandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : 

Tabel III.2 

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun-tahun 
sebelumnya 

No. Indikator 
Kinerja Formula Pengukuran Satuan 

Capaian Tahun 

2020 2021 2022 2023 

1. 

Persentase  
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

(Persentase 
kesesuaian struktur 
ruang + persentase 
kesesuaian pola 
ruang)/2x100% 

% 88,025 88,29 88,55 88,56 

2. 

Persentase 
tanah 
Pemerintah 
Daerah, 
tanah 
Kasultanan, 
tanah 
Kadipaten 
dan tanah 
Desa yang 
sudah 
didaftarkan 
di BPN 

(Persentase Luas asset 
pemda yang didaftarkan 
di BPN (m2) + 
Persentase bidang tanah 
Kasultanan, Kadipaten 
dan Desa yang sudah 
didaftarkan di BPN)/2 % 34,71 21,87 34,71 41,83 

3. 

Rata – rata 
prosentase 
pencapaian 
program 
pada 
masing-
masing 
perangkat 
daerah 

(Jumlah indicator 
program OPD yang 

mencapai target/ Jumlah 
indicator program OPD) x 

100 % 96,04 100 100 87,50 

 Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo  

 

Dari tabel III.2 di atas, Pencapaian kinerja pada tahun 2023 

apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan. 

Adapun kenaikan untuk masing-masing indikator adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 

pada tahun 2023  mengalami kenaikan realisasi sebesar 99,99 % 

apabila dibandingkan dengan tahun 2022. 

b. Untuk indikator Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah 

Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah 

didaftarkan di BPN pada tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi 

sebesar 82,98% dibandingkan dengan tahun 2022. 

c. Untuk indikator Rata – rata prosentase pencapaian program pada 

masing-masing perangkat daerah tahun 2023 mengalami penurunan 

sebesar 87,50 % dari target 100 %. 
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3. Membandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis : 

 

Tabel III.3 

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan 
target di akhir Renstra 

 

No. Indikator 
Kinerja Formula Pengukuran Satuan 

Realisasi Target  
Akhir  

Renstra 
 (2026) 

% Capaian  
s/d 2023 
terhadap 

target 
akhir 2026 

2020 2021 2022 2023 

1. 

Persentase  
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

(Persentase 
kesesuaian struktur 
ruang + persentase 
kesesuaian pola 
ruang)/2x100% 

% 88,025 88,29 88,55 88,56 88,70 99,84 

2. 

Persentase 
tanah 
Pemerintah 
Daerah, tanah 
Kasultanan, 
Kadipaten dan 
Desa yang 
sudah 
didaftarkan di 
BPN 

(Persentase Luas asset 
pemda yang didaftarkan 
di BPN (m2) + 
Persentase bidang 
tanah Kasultanan, 
Kadipaten dan Desa 
yang sudah didaftarkan 
di BPN)/2 

% 34,71 21,87 34,71 41,83 47,93 87,27 

3. 

Rata – rata 
prosentase 
pencapaian 
program pada 
masing-masing 
perangkat 
daerah 

(Jumlah indicator 
program OPD yang 
mencapai target / 
Jumlah indicator 

program OPD) x 100 
% 96,04 100 100 87,50 100 87,5 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo  

 

Dari tabel III.3 di atas, Pencapaian kinerja pada tahun 2023 

apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk indikator kinerja Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang 

realisasi sebesar 88,56% dari target akhir Renstra (2026) sebesar 

88,70% tercapai 99,84%. 

b. Untuk indikator kinerja Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah 

Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah 

didaftarkan di BPN pencapaian realisasi apabila dibandingkan 

dengan akhir Renstra tercapai 87,27%;. 

c. Untuk indikator kinerja Rata – rata prosentase pencapaian program 

pada masing-masing perangkat daerah pencapaian realisasi apabila 
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dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 87,5%, dan 

diperkirakan target akhir Rentra bisa tercapai pada tahun 2026.  

 

4. Membandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional/Kab/Kota (jika ada) : 

Pada tahun anggaran 2023 realisasi kinerja Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan realisasi kinerja 

Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta. belum ada data 

yang dirilis sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel III.4 

Perbandingan Kinerja tahun 2023 dengan standar Kab/Kota se-D.I.Y 
 

Kabupaten/Kota Kinerja Peringkat 
Kota Yogyakarta Belum ada data dirilis Belum ada data dirilis 
Kab. Sleman Belum ada data dirilis Belum ada data dirilis 
Kab. Bantul Belum ada data dirilis Belum ada data dirilis 
Kab. Gunungkidul Belum ada data dirilis Belum ada data dirilis 
Kab. Kulon Progo Belum ada data dirilis Belum ada data dirilis 
 

C. Analisis Capaian Kinerja 

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan; 

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kulon Progo 

dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan 

analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha 

Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo, diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Prosentase Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Pada tahun 

2023 sebesar 88,56%. Analisis Pencapaian pada tahun 2023 

dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2026, 

dengan pencapaian sebesar 99,84%, merupakan angka yang realistis 

dan optimis tercapai. 

Permasalahan :  

a. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana peruntukannya. 

b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non 

pertanian dikarenakan dinamika pembangunan yang terjadi di 

Kabupaten Kulon Progo.  
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Solusi : 

a. Evaluasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang yang 

bertujuan untuk mencari sumber permasalahan utama. 

b. Meningkatkan koordinasi selain koordinasi antar Provinsi-

Kabupaten, juga diperlukan Koordinasi antara Provinsi-Pusat dan 

Provinsi-BUMN.  

2. Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, 

tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN. 

Untuk tahun 2023 jumlah Luas Tanah asset pemda yang 

didaftarkan di BPN terealisasi 1.755.348 m² dengan target 743,657 m², 

dan Luas Tanah Pemda dengan target 4.911.477 m² sedangkan jumlah 

Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang didaftarkan di 

BPN terealisasi 506 bidang dengan target 683 bidang. 

Analisis pencapaian pada tahun 2023 sebesar 41,83% 

dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2026 

sebesar 47,93%, maka pencapaian pada tahun 2023 sebesar 87,27 %. 

Permasalahan: 

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya 

kepastian hukum hak atas tanah.   

b. Tidak lengkapnya dokumen-dokumen tentang tanah sehingga 

menghambat proses sertifikasi tanah. 

Solusi: 

a. Sosialisasi kepada masyarakat 

b. Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah 

 

3. Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing 

Perangkat Daerah. 

Untuk tahun 2023 rata – rata prosentase pencapaian program pada 

masing-masing perangkat daerah pencapaian realisasi apabila 

dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 100%, dan diperkirakan 

target akhir Renstra bisa tercapai pada tahun 2026. 

Permasalahan: 

 Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia. 

Solusi: 

 Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN. 
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2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; 

Dalam pencapaian indikator kinerja utama Persentase kesesuaian 

pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh capaian kinerja Program  

Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota  dengan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

Dalam pencapaian indicator kinerja utama Persentase tanah 

Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah 

Desa yang sudah didaftarkan di BPN dipengaruhi oleh capaian kinerja 

Program Penatagunaan Tanah pada Kegiatan Penggunaan Tanah 

yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan sub 

kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Pertanahan pada Kegiatan Pengelolaan Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan sub kegiatan Penatausahaan 

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. 

Berdasarkan metadata indikator kinerja program pada Renstra 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 

Sasana) Kabupaten Kulon Progo 2023-2026, untuk indikator Kinerja 

Program: Capaian Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal, target 

dan realisasi pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel III.4 

Capaian  indikator Kinerja Program Tahun 2023 

No. Nama OPD Program Indikator Kinerja 
Program Satuan Cara perhitungan 

2023 
2023 

triwulan 
IV 

Faktor 
pendorong/ 

penghambat tw IV 
2023 

target realisasi 

9 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

      

  

      

    Program Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Persentase 
perencanaan 
penataan ruang 

% 

(Persentase ketersediaan 
dokumen perencanaan 
tata ruang + Persentase 
ketersediaan dokumen 
RTBL + Persentase 
pelaksanaan sosialisasi 
kebijakan penataan ruang) 
/ 3 

57.01 57.01   
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Persentase ketersediaan 
dokumen perencanaan tata 
ruang 

46 46   

          

jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang 
yang disusun 

7 7 Faktor Pendorong: 
Dukungan dan 
Koordinasi yang 
baik Lintas sektor 
terkait. 
Penghambat: Tidak 
ada 

          

jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang 
yang seharusnya ada 

9 9   

          

DO dokumen tata ruang : 
dokumen RTRW/RDTR 
meliputi Matek, 
Ranperda/Ranperbup, Basis 
Data Peta 
Realisasi merupakan 
kumulatif dari tahun 
sebelumnya 

      

          

jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang 
yang ditetapkan 

1 1 Penghambat: 
regulasi 
penyusunan RDTR 
yang 
berubah...Pendoro
ng: Tahapan 
Penyusunan RDTR 
dipersingkat/disede
rhanakan. 

          

jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang 
yang disusun 

7 7   

          

Persentase ketersediaan 
dokumen RTBL 

25 25   

          

jumlah ranperbup RTBL 
yang ditetapkan 

1 1 RTBL Cangkring-
Nagung telah 
menjadi ranperbup. 
Faktor Pendukung 
Dukungan dan 
koordinasi yang 
baik lintas sektor 
terkait serta 
mempunyai SDM 
yang kompeten di 
bidangnya. 
Penghambat: Tidak 
ada 

          

jumlah dokumen RTBL yang 
seharusnya ada selama 
periode RPJMD 

4 4   

          

Persentase pelaksanaan 
sosialisasi kebijakan 
penataan ruang 

100.00 100.00   

          

jumlah sosialisasi kebijakan 
penataan ruang yang 
dilaksanakan 

1 1 Telah selesai 
dilaksanakan dan 
telah dilakukan 
pelunasan 
pembuatan vidio 
sosialisasi 
kebijakan dan 
peraturan 
perundang-
undangan bidang 
penataan ruang. 
Faktor pendorong: 
Dukungan dan 
koordinasi yang 
baik dengan pihak 
penyedia dan 
didukung dengan 
SDM yang 
berkompeten 
dibidangnya. 
Faktor 
penghambat: Tidak 
ada. 
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sosialisasi kebijakan 
penataan ruang yang 
seharusnya ada 

1 1   

      Persentase 
pengendalian dan 
pemanfaatan 
ruang 

% 

(Persentase penerbitan 
rekomendasi KKPR dan 
KRK + Persentase 
kesesuaian pemanfaatan 
ruang + Persentase 
pengelolaan database 
pertanahan dan tata ruang 
+ Persentase penanganan 
indikasi pelanggaran 
pemanfaatan ruang) / 4 

78.39 78.39   

          

Persentase penerbitan 
rekomendasi KKPR dan 
KRK 

100.00 100.00   

          

Jumlah rekomendasi KKPR 

322 167 Penerbitan 
rekomendasi 
KKPR sesuai 
dengan 
Permohonan yang 
masuk ke DPTR 
KP di tambah 
Informasi Tata 
Ruang sejumlah 
159. Faktor 
pendukung: 
Kelengkapan 
administrasi dan 
persyaratan yang 
sesuai, 
penganggaran 
yang baik, 
pelayanan prima 
dan SDM yang 
sesuai 
kompetensinya . 
Faktor 
Penghambat: 
ketidak lengkapan 
persyaratan 
administrasi 

          

jumlah permohonan 
rekomendasi KKPR 

322 167   

          

Jumlah KRK 

365 454 Penerbitan KRK 
sesuai dengan 
Permohonan yang 
masuk ke DPTR 
KP . Faktor 
pendukung: 
Kelengkapan 
administrasi dan 
persyaratan yang 
sesuai, 
penganggaran 
yang baik, 
pelayanan prima 
dan SDM yang 
sesuai 
kompetensinya . 
Faktor 
Penghambat: 
ketidak lengkapan 
persyaratan 
administrasi 

          

jumlah pemohon KRK 

365 454   

          

Persentase kesesuaian 
pemanfaatan ruang 

88.55 88.56 Faktor pendukung: 
dukungan pihak 
penyedia yang 
sesuai dengan 
kompetensinya. 
Faktor 
penghambat: Tidak 
ada 

          

Persentase kesesuaian 
struktur ruang 

87.30 87.33   

          

Persentase kesesuaian pola 
ruang 

89.80 89.78   
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Persentase pengelolaan 
database pertanahan dan 
tata ruang 

25.00 25.00   

          

Database pertanahan dan 
tata ruang yang dikelola 

2 2 Database 
Geospasila 
penggunaan Lahan 
1 dokumen, 
Database 
Geospasial 
Tutupan Lahan 1 
dokumen, 
Pemeliharaan 
Aplikasi Simtaru 1 
paket telah selesai 
dilaksanakan. 
Faktor pendukung: 
mempunyai SDM 
yang berkompeten 
dibidangnya, 
penganggaran 
yang baik dan 
sesuai kebutuhan 
serta sarana 
prasarana yang 
memadai. Faktor 
penghambat: tidak 
ada 

          

database pertanahan dan 
tata ruang yang seharusnya 
ada 

8 8   

          

DO database pertanahan 
dan tata ruang : peta dan 
data terkait urusan 
pertanahan dan tata ruang 
(tematik) 

      

          

Persentase penanganan 
indikasi pelanggaran 
pemanfaatan ruang 

100.00 100.00   

          

jumlah penanganan indikasi 
pelanggaran pemanfaatan 
ruang 

5 6 Terdapat 6 
penanganan, 
Faktor pendukung : 
dukungan 
kebijakan dan 
anggatan apbd dari 
pemda. Faktor 
penghambat : 
proses reviu rtrw 
yang belum 
selesai, beberapa 
peraturan hukum 
yang masih belum 
sinkron 
(kontradiktif) 

          

jumlah indikasi pelanggaran 
pemanfaatan ruang yang 
teridentifikasi 

5 6   

    Program Penyelesaian 
Sengketa Tanah Garapan 

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 
pertanahan 

% 

(Jumlah masalah 
pertanahan yang 
diselesaikan /Jumlah 
masalah pertanahan) x 
100% 

100.00 100.00   

          

Jumlah masalah pertanahan 
yang diselesaikan 

10 15 Penghambat: 
kolektif sehingga 
penyelesaiannya 
harus bersama-
sama dan adanya 
para pihak diluar 
wilayah Kab. KP 
Pendorong: sudah 
ada komitmen dari 
para pihak untuk 
menyelesaikan 
sengketa 

          

Jumlah masalah pertanahan 

10 15   

          

DO masalah pertanahan : 
permasalahan tanah 
masyarakat, permasalahan 
pertanahan desa, tanah 
kasultanan dan kadipaten 

0.00     
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    Program Penyelesaian 
Ganti Kerugian Dan 
Santunan Tanah Untuk 
Pembangunan 

Persentase 
pembayaran sewa 
tanah desa untuk 
pembangunan 

% 

(Pembayaran sewa Tanah 
Desa yang 
dilaksanakan/Pembayaran 
sewa Tanah Desa yang 
seharusnya) x 100% 

100.00 100.00   

          

Pembayaran sewa Tanah 
Desa yang dilaksanakan 
(obyek sewa) 

398 388 Adanya adendum 
baru 
(Regruping)...pend
orong: tertib 
administrasi dan 
adendum yang 
relatif sedikit. 
Penghambat: 
penandatangana 
spj oleh pihak 
kalurahan 

          

Pembayaran sewa Tanah 
Desa yang seharusnya 
(obyek sewa) 

398 388   

    Program Redistribusi 
Tanah, Serta Ganti Kerugian 
Program Tanah Kelebihan 
Maksimum Dan Tanah 
Absentee 

Persentase 
ketersediaan 
dokumen 
inventarisasi 
tanah Pemda 

% 

(Dokumen inventarisasi 
tanah yang dikuasai 
Pemda / Dokumen 
inventarisasi pertanahan 
yang seharusnya ada) x 
100% 

100.00 100.00   

          

Dokumen inventarisasi 
tanah yang dikuasai Pemda 

3 3 Telah selesai 
dilaksanakan di 3 
Kecamatan. Faktor 
pendukung: 
kerjasama dan 
koordinasi yang 
baik dengan pihak 
terkait/perangkat 
kecamatan dan 
masyarakat, 
ketersediaan 
anggaran yang 
sesuai kebutuhan, 
SDM yang 
berkompeten 
dibidangnya. 
Faktor 
penghambat: tidak 
ada 

          

Dokumen inventarisasi 
pertanahan yang 
seharusnya ada 

3 3 Wates, Temon, 
Kokap 

    Program Penatagunaan 
Tanah 

Persentase tanah 
Pemerintah 
Daerah yang 
didaftarkan di 
BPN 

% 

(Luas aset pemda yang 
didaftarkan di BPN / Luas 
aset pemda yang 
seharusnya didaftarkan di 
BPN) x 100% 

15.14 35.54   

          

Luas aset pemda yang 
didaftarkan di BPN (m2) 

743,657 1,745,348 Telah didaftarkan 
pada proses 
permohonan SK 
Hak. Faktor 
Pendorong: Sudah 
adanya 
dokumen/berkas 
yang telah ada dari 
Dinas PU Kab. 
Kulon Progo. 
Faktor 
Penghambat: 
Keterbatasan 
personil/ SDM 

          

Luas aset pemda yang 
seharusnya didaftarkan di 
BPN (m2) 

4,911,447 4,911,447   

  Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 
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(Urusan Tata 
Ruang) 

    Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Tata Ruang 

Persentase 
dokumen 
perencanaan SRS 
Kasultanan dan 
Kadipaten yang 
menjadi 
Keputusan Bupati 

% 

((Jumlah dokumen 
perencanaan SRS 
Kasultanan dan Kadipaten 
yang sudah menjadi 
Keputusan Bupati / jumlah 
dokumen perencanaan 
SRS Kasultanan dan 
Kadipaten yang 
seharusnya ada x 100 %) 

25.00 25.00   

      

    

Jumlah dokumen 
perencanaan SRS 
Kasultanan dan Kadipaten 
yang sudah menjadi 
Keputusan Bupati 

1 1 Dokumen Rencana 
Induk Perbukitan 
Menoreh telah 
selesai Tahun 2020 
namun belum 
diajukan menjadi 
keputusan Bupati 

      

    

jumlah dokumen 
perencanaan SRS 
Kasultanan dan Kadipaten 
yang seharusnya ada 

4 4   

  Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 
(Urusan 
Pertanahan) 

      

  

      

    Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Pertanahan 

Persentase 
bidang tanah 
Kasultanan, tanah 
Kadipaten dan 
tanah desa yang 
terdaftarkan di 
BPN dan 
terekomendasi 
pemanfaatannya 

% 

(Persentase bidang tanah 
kasultanan dan kadipaten 
yang sudah didaftarakan 
di BPN + Persentase 
penerbitan rekomendasi 
pemanfaatan tanah 
kasultanan, tanah 
kadipaten dan tanah desa) 
/ 2 

67.33 66.48   

          

Persentase bidang tanah 
kasultanan dan kadipaten 
yang sudah didaftarakan di 
BPN 

34.66 32.95   

          

jumlah bidang tanah 
kasultanan dan tanah 
kadipaten yang didaftarkan 
di BPN 

366 348 Faktor Pendorong: 
antusias dan peran 
serta pemerintah 
kalurahan 
Penghambat: 
Proses banyak 
tergantung kinerja 
instansi Lain ( 
BPN, Kasultanan 
dan Kadipaten). 

          

jumlah bidang tanah 
kasultanan dan tanah 
kadipaten yang belum 
bersertifikat 

1,056 1,056   

      

    

Persentase penerbitan 
rekomendasi pemanfaatan 
tanah kasultanan, tanah 
kadipaten dan tanah desa 

100 100   

      

    

Rekomendasi 
Pemanfaaatan tanah 
kasultanan, tanah kadipaten 
dan tanah desa yang 
diberikan 

10 47 Faktor pendorong: 
Tertib administrasi 
dan kelengkapan 
dokumen 
persyaratan. Faktor 
penghambat: Tidak 
ada 

      

    

Jumlah Rekomendasi 
Pemanfaaatan tanah 
kasultanan, tanah kadipaten 
dan tanah desa yang 
diajukan 

10 47   
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Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo (2023) 

 

Dari tabel tersebut di atas, digambarkan bahwa pada tahun 2023 

untuk Indikator Kinerja Program dapat diketahui :  

1. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase perencanaan penataan 

ruang dengan target 57,01% tercapai 57,01%, maka prosentase 

capaian sebesar 100%.  

2. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase pengendalian dan 

pemanfaatan ruang dengan target 78,39% tercapai 78,39%, maka 

prosentase capaian sebesar 100%. 

3. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase penyelesaian 

permasalahan pertanahan dengan target 100% tercapai 100% maka 

prosentase capaian sebesar 100%. 

4. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase pembayaran sewa 

tanah desa untuk pembangunan dengan target 100% tercapai 100% 

maka prosentase capaian sebesar 100%. 

5. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase ketersediaan dokumen 

inventarisasi tanah Pemda dengan target 100% tercapai 100% maka 

prosentase capaian sebesar 100%. 

6. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase tanah Pemerintah 

Daerah yang didaftarkan di BPN dengan target 15,14% tercapai 

35,54% maka prosentase capaian sebesar 42,60%. 

7. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase dokumen perencanaan 

SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 

dengan target 25,00% tercapai 25,00% maka prosentase capaian 

sebesar 100%. 

8. Capaian Indikator Kinerja Program Persentase bidang tanah 

Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN 

dan terekomendasi pemanfaatannya dengan target 67,33% tercapai 

66,48% maka prosentase capaian sebesar 98,74%. 

 

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 didukung oleh program-program 

kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel III.5 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kab. Kulon Progo Tahun 2023 

No Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
  1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
 2. Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah 
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
  1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 
  1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
            2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
  1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 
 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 

Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 
  1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, 

Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR 
Kabupaten/Kota 

  2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

  3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Penataan Ruang 

 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 
Investasi dan Pembangunan Daerah 

  2. Sistem Informasi Penataan Ruang 
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Daerah Kabupaten/Kota 
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan 

Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 
  2. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 
  3. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 
URUSAN TATA RUANG 

 1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan 
Kadipaten 

  1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 

  2. Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 
IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
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Daerah 
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
  1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
  1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

V. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 
 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 
  1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 
VI. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN 

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 
 1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah 

Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

VII. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN 
PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 

 1. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti 
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

  1. Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 
VIII. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 

 1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 
Kabupaten/Kota 

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 
Tanah 

  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 
Tanah Kabupaten/Kota 

IX. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 
URUSAN PERTANAHAN 

 1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 
  1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah 

Kadipaten 
  2. Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan 

Tanah Desa 
 2. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 
  1. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin 

Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 
  2. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan 

Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 
 

Dari 9 (sembilan) program dengan 18 kegiatan, 30 Sub Kegiatan secara 

umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%. 
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3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, 

Sarana dan Prasarana dsb); 

 Berdasarkan Analisis jabatan menurut SK Bupati Tahun 2023 kebutuhan 

SDM di DPTR KP sejumlah 49 pegawai sedangkan kondisi saat ini sejumlah 30 

orang pegawai sehingga terjadi efisiensi atas SDM dalam rangka optimalisasi 

kinerja pegawai. 

Berdasarkan Buku Inventaris 2023 Lap . Asset tahun 2023 dari 399 nomor urut 

berdasarkan nama/jenis barang rata –rata dalam kondisi baik dan terpelihara. 

Untuk efisiensi anggaran terdapat dalam perbedaan harga shbj dengan harga 

pasar, serta adanya sisa lelang 

 

D. Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo pada tahun anggaran 2023, digambarkan sebagai berikut:  

Tabel III.6 

Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 

No. Uraian Rencana (Rp) Realisasi % 
1. Belanja Operasi  10.593.937.032 9.009.217.070 85,04 
2. Belanja Modal 587.888.100 581.134.775 98,85 

 Jumlah 11.181.825.132 
 

9.590.351.845 
 

85,77 

 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten 

Kulon Progo (2023) 

Tabel III.7 

Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 
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Kinerja Keuangan 

No.   Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Target Reali-

sasi 
Persen
-tase Kegiatan Target Realisasi % 

1 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang   

Persentase 
kesesuaian 

pemanfaatan ruang 
88,50 88,56 100,1 

Penetapan 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
dan Rencana 
Rinci Tata 
Ruang (RRTR) 
Kab/Kota 

543.544.500 537.894.997 98,96 

   
    

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemanfaatan 
Ruang Daerah 
Kab/Kota  

651.362.079 585.993.310 89,96 

2 
Meningkatnya 
kinerja layanan 

pertanahan 

Persentase tanah 
Pemerintah Daerah, 
tanah Kasultanan, 

tanah Kadipaten dan 
tanah Desa yang 
sudah terdaftar di 

BPN 

39,91 41,83 104,81 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang Daerah 
Kab/Kota 

275.041.400 247.012.101 89,81 

      

Perencanaan 
Tata Ruang 
Satuan Ruang 
Strategis 
Kasultanan dan 
Kadipaten 

726.527.308 725.721.023 99,89 

      

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

24.207.000 23.754.684 98,13 

      

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

20.000.000 19.981.600 99,91 

      

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

89.525.600 86.541.616 96,67 

      

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

552.888.100 546.234.775 98,80 

      

Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

160.333.876 157.261.504 98,08 

      

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

346.650.000 333.935.733 96,33 

      

Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah Garapan 
dalam Daerah 
Kab/Kota 

84.000.000 65.665.386 78.17 
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Penyelesaian 
Masalah Ganti 
Kerugian dan 
Santunan 
Tanah untuk 
Pembangunan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kab/Kota 

1.780.389.100 1.660.650.708 93,27 

      

Penetapan 
Subjek dan 
Objek 
Redistribusi 
Tanah serta 
Ganti Kerugian 
Tanah 
Kelebihan 
Maksimum dan 
Tanah 
Absentee 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

516.927.300 383.500.924 74,19 

      

Penggunaan 
Tanah yang 
Hamparannya 
dalam satu 
Daerah 
Kab/Kota 

1.060.819.500 487.367.584 45,94 

      

Pengelolaan 
Tanah 
Kasultanan dan 
Tanah 
Kadipaten 

1.762.216.700 1.321.980.831 75,02 

      

Pemanfaatan 
Tanah 
Kasultanan dan 
Tanah 
Kadipaten 

327.625.000 313.370.842 95,65 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo (2023) 

 

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian 

Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 84,29%  merupakan capaian realisasi 

keuangan yang cukup optimal, dikarenakan selisih shbj dan adanya sisa 

lelang pada pengadaan jasa konsultansi RDTR Kulon Progo Utara, RTBL 

Cangkring-Nagung, pembuatan dan pemeliharaan SimtaruKu, Audit 

Pemanfaatan Ruang dan optimalisasi jumlah kebutuhan SDM . 

  



 
 
  

38 |  
 

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Kulon Progo 2023 

 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud 

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta 

dalam rangka perwujudan good governance. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari 

visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan 

indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 

Sasana) Kabupaten Kulon Progo sebanyak tiga indikator, dan diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

1. Untuk indikator kinerja sasaran persentase kesesuaian pemanfaatan 

ruang tahun 2023 dapat tercapai 88,56% dengan persentase capaian 

100,01 % dari target yang dtetapkan. 

2. Untuk indikator kinerja sasaran persentase tanah Pemerintah Daerah, 

tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah 

didaftarkan di BPN tahun 2023 dapat tercapai 41,83 % dengan 

persentase capaian 104, 81 dari target yang ditetapkan. 

3. Rata – rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 

Tahun 2023 dapat tercapai 87,50 % dengan persentase capaian 87,5 

% dari target yang ditetapkan. 

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua 

pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara 

itu, untuk target-target yang belum tercapai dikarenakan regulasi 

penyusunan RDTR yang berubah, pelaksanaan kegiatan bersifat kolektif 

sehingga penyelesaiannya harus bersama-sama, keterbatasan SDM,  

maka perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.  
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B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

Agar kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dapat terlaksana 

dengan baik maka ada beberapa strategi yang perlu diterapkan, 

diantaranya adalah: 

1. Peningkatan Kepastian hukum, pemilikan pertanahan, pemanfaatan 

pertanahan, pengendalian pertanahan 

2. Peningkatan Penetapan regulasi penataan ruang 

3. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang 

4. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seiring  

dengan bertambahnya beban kerja. 

5. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana yang memenuhi 

standar. 

6. Melakukan koordinsi secara berkesinambungan kepada pihak-pihak 

eksternal yang berkaitan dengan penyelesaian kegiatan pertanahan 

dan tata ruang. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon 

Progo tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

evaluasi bagi pihak-pihak terkait dan menjadi bahan untuk pengambilan 

kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pada masa 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

40 |  
 

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Kulon Progo 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

41 |  
 

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Kulon Progo 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN 

KINERJA 

INSTANSI 

PEMERINT

AH 

TAHUN 
2023 

 


	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

